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TENTANG

PERTUKARAN, PEMANFAATAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PORTAL
ELEKTRONIK REGISTER INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL SATU
INSTANSI DAN SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL N EGARA

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua
puluh tiga (07-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di

bawah ini:

I. INDRA ISKANDAR, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 142/TPA Tahun 2023 tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, tanggal 3 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.
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II. IMAS SUKMARIAH, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian
Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 24
September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12,
Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK,
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah aparatur pemerintah yang di dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai instansi
Pembina;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian
yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan
manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;

3. bahwa PIHAK KESATU memiliki aplikasi Portal Elektronik Register
Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi yang selanjutnya disebut
PERISAI; dan

4. bahwa PIHAK KEDUA memiliki aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut SIASN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Perjanjian  Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, dan
Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara Pada Portal

Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi dan Sistem
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Informasi Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja
sama, dan sinergi antara PARA PIHAK untuk pemanfaatan, pertukaran,
dan pengintegrasian data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada PERISAI dan SIASN dalam rangka pengelolaan jabatan fungsional di
bawah pembinaan PIHAK KESATU yang lebih baik dan pemutakhiran data

dan/atau informasi SIASN.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran, pemanfaatan,
dan pengintegrasian data dan/atau informasi ASN pada PERISAI dan
SIASN.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

1. mendapatkan akses terbatas melalui web service dan/atau metode
lainnya berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN
sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
dari PIHAK KEDUA;

2. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari PIHAK
KEDUA; dan

3. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan  data
kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data
dari PIHAK KEDUA.
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(2)

(1)

PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

1. memberikan akses terbatas melalui web service dan/atau metode

lainnya berupa data kepegawaian ASN jabatan fungsional di bawah
pembinaan PIHAK KESATU sebagaimana rincian data yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KEDUA;

. mengintegrasikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN di

bawah pembinaan PIHAK KESATU pada PERISAI dengan SIASN
PIHAK KEDUA;

. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan

PIHAK KESATU terkait dengan kepegawaian kepada PIHAK
KEDUA;

. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang

dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta
pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara
berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada
PIHAK KEDUA; dan

. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian

ASN yang diterima dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak:

1. mendapatkan akses terbatas melalui web service dan /atau metode

lainnya berupa data kepegawaian ASN jabatan fungsional di bawah
pembinaan PIHAK KESATU sebagaimana rincian data yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU;

. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah

pembinaan PIHAK KESATU terkait dengan kepegawaian dari
PIHAK KESATU;,
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